






1.1 Latar Belakang 
Selama satu dekade  terakhir, peran sistem pengendalian internal di 
lingkungan instansi pemerintah  mendapat perhatian luas dari para auditor 
internal, auditor eksternal, penyusun laporan keuangan, asosiasi profesi, dan 
badan-badan legislatif serta para birokrat. Salah satu isu yang menjadi perhatian 
adalah banyaknya kejadian yang terkait dengan kegagalan sistem pengendalian 
internal dalam pengelolaan pemerintahan (Abdullah, 2008). 
Di lingkungan pemerintah, salah satu permasalahan yang menjadi isu 
nasional adalah masalah penyerapan anggaran yang relatif rendah serta lambat 
oleh pemerintah  pusat dan daerah. Hal ini akan menghambat laju pertumbuhan 
ekonomi, khususnya di sektor riil dan yang pada akhirnya akan menghambat 
upaya pemerintah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan menekan tingkat 
kemiskinan (Abdullah, 2008). 
Dalam pelaksanaan kegiatan, instansi pemerintah dihadapkan pada 
ketidakpastian dalam menjalankan kegiatannya yang tentu saja akan 
berpengaruh pada efisiensi proses kegiatan tersebut, serta efektivitas hasilnya. 
Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu sistem pengendalian internal. 
Pengendalian internal diperlukan untuk meyakinkan bahwa sebagian besar 
ketidakpastian, baik dalam pengelolaan keuangan maupun kegiatan telah 
diperhitungkan pengaruhnya pada pencapaian hasil akhir kegiatan. Sistem ini 
diharapkan dapat memberi keyakinan terhadap penyelenggara kegiatan pada 




dan efektif, meningkatkan daya serap anggaran, serta dapat melaporkan 
pengelolaan keuangan negara secara handal, mengamankan aset negara, dan 
mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Hasmah, 2010). 
Keberhasilan mengenali dan mengukur besaran ketidakpastian, baik yang 
melekat pada instansi pemerintah sampai kepada suatu kegiatan, akan 
memungkinkan instansi pemerintah untuk memilih berbagai aktivitas 
pengendalian dalam rangka pengelolaan kegiatan dan resiko, serta pemilihan 
metode pengelolaan yang tepat yang mampu meyakinkan dapat dikendalikannya 
proses sehingga sumber daya yang telah dianggarkan dapat diserap dengan 
tepat waktu dan tepat guna (Abdullah, 2008).  
Berubahnya sistem pengelolaan keuangan negara tidak hanya dalam hal 
penerapan penganggaran, namun juga dalam sistem pencatatan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara. 
Perubahan tersebut antara lain di bidang penganggaran keuangan negara, line 
based budgeting diganti oleh performance based budgeting yaitu penganggaran 
yang didasarkan pada kinerja dan berorientasi pada hasil akhir. Di bidang 
pertanggungjawaban, pencatatan dan pelaporan, keuangan negara tidak lagi 
dicatat secara single-entry namun diubah berdasarkan kaidah standar akuntansi 
keuangan yang menerapkan pencatatan secara double-entry dan disajikan 
dalam bentuk laporan keuangan yang lengkap yaitu neraca, realisasi anggaran, 
arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Abdullah, 2008) 
Sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan 
memerlukan dukungan sistem pengelolaan keuangan instansi pemerintah secara 
keseluruhan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan 
menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas keseluruhan kegiatan di 




memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat, penetapan sistem 
wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, pelaksanaan praktek-praktek 
sehat dalam melakukan tugas, serta pemberian tanggungjawab sesuai dengan 
tingkat kecakapan pegawai. 
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 
mengetahui keterkaitan antara proses pengendalian internal terhadap daya 
serap anggaran, sehingga peneliti akan melakukan penelitian dengan judul 
“Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2010”. 
 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni, Apakah terdapat pengaruh 
sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja keuangan dalam hal ini  




1.3 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah 
terhadap kinerja keuangan dalam hal ini daya serap APBD pada Pemerintah 










1.4 Manfaat Penelitian 
1.4.1 Manfaat Praktis  
Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah  untuk digunakan 
sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil kebijaksanaan pengelolaan 
keuangan dimasa yang akan datang. 
 
1.4.2 Manfaat Teoritis 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan 
ekonomi khususnya di bidang akuntansi. 
2. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian 
yang serupa. 
3. Sebagai bahan bacaan atau literatur bagi pihak lain mengenai sistem 
pengendalian internal dan penyusunan anggaran untuk sektor publik 
 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Penulisan  skripsi  ini tersusun dengan sistematika sebagai berikut : 
BAB I  Pendahuluan. 
Bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian,  manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II  Landasan Teori 
Bab ini menguraikan tentang definisi, tujuan/fungsi, dan unsur-unsur  
pengendalian internal, pengertian kinerja keuangan dan APBD.  
BAB III  Metode Penelitian 
Bab ini membahas tentang lokasi penelitian, metode pengumpulan data, 





BAB IV  Tinjauan Umum Objek Penelitian 
Bab ini menguraikan profil singkat objek penelitian yakni Sejarah 
Pemerintah Kabupaten Buton Utara beserta instansi dalam Pemerintah 
Kabupaten Buton Utara tersebut. 
BAB V Analisis dan Pembahasan  
Bab ini berisi analisis dan pembahasan mengenai karateristik responden, 
hasil uji validitas dan realibilitas data, analisis statistik deskriptif variabel 
penelitian, analisis kuantitatif berupa uji asumsi klasik, analisis regresi, dan uji 
hipotesis.  
BAB VI : Penutup 
Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan atas pembahasan masalah 
serta saran-saran yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait berdasarkan 
hasil penelitian ini. 
